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PUTUSAN
Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.Tbn
2N ,
Sl b
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :
PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Juni 1998 umur 26 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
tempat kediaman di XXXXX XXXXXXX, XX XX, XX XX, XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXKXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX,  XXXX  XXXXX, dengan
domisili elektronik pada alamat email;
anishikmatin70@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 06 September 1995 umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pramuniaga, tempat
kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tuban, Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 23 Oktober 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
29 Oktober 2018, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA
XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
0322/017/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 dan pada saat pernikahan

Putusan Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 15 Hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang
tua Penggugat selama 4 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), telah dikaruniai
seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1 bulan, Tempat
tanggal lahir, Tuban 17 September 2019 saat ini anak tersebut tinggal
bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat
cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan Tergugat menuduh Penggugat
menjalin cinta dengamn Laki-Laki lain padahal Penggugat tidak pernah
melakukan perbuatan tersebut dan b. Penggugat juga kecewa dengan
Tergugat yang pernah mencekik dan memukul Penggugat;

4, Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak
Agustus 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di XXxXX
XXXXXX, XX XX, XX XX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXKXX XXXXXXX, XXXXXXKXXX
XXXXXXXXXX , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat
tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak Laki-Laki , bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019 saat ini tinggal
bersama Penggugat, namun Penggugat merasa kwatir jika Tergugat minta
hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap
tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang lbu
mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka
sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut
daripada Tergugat yang tidak bertangung Jawab terhadap tumbuh
kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak Laki-Laki , bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019, membutuhkan
seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertangungjawab
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terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan
patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan
hak pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut
Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan
perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan
tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di
depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 1 (satu) anak Laki-Laki bernama Xxxxxxx umur 5

tahun 1 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019 , dalam
asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0322/017/X/2018, tanggal 29
Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK
3523055303980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx Xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen
dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX,
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1, xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri
telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019 saat ini anak
tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan masalah ekonomi karna Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggungjawab dalam
hadhanah anak;

Saksi 2, xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri
dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxx umur 5 tahun
1 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019 saat ini anak
tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan masalah ekonomi karna Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
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- Bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggungjawab dalam
hadhanah anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
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yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :
4 3V ol 5eb o B D) s (o pfla N 2 00

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang

dhalim, dan gugurlah haknya”;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah
tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;
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Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran
anak Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat termasuk keduanya telah berpisah tempat tinggal
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Penggugat adalah orang yang amanah dalam pemeliharaan anak,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
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Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta
keterangan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat memiliki anak bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019;
3. Bahwa saat ini anak Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi
yaitu Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sekitar selama 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling
berkomunikasi dan mengunjungi;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar
rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua
belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dan memenuhi
standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator

tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (broken Marriage) antara lain;
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1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan
kewajiban sebagai suami istri,
4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.
5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti PIL, WIL, KDRT,
main judi dan lain sebagianya;
Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka
secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248
yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai
berikut:

An a3 (IS5 5 o) 9 s Pty ol s o) o B
mgmgﬂku@ﬁcvmm@@am }cju@_\mw};)mﬁ@
Artinya :"Jka gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan
suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya";
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari
Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;
Pertimbangan Petitum Hadhanah
Menimbang, bahwa dalam petitum 3, Penggugat mengajukan gugatan
hak asuh anak yang bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1 bulan, Tempat tanggal
lahir, Tuban 17 September 2019 untuk di serahkan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil
gugatan tentang hak hadhanahnya, Penggugat mengajukan bukti P.3, dan
saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang
saksi dipersidangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXXXxXX umur 5 tahun 1 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 17 September 2019
belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan
bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti
bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat perkara ini diajukan masih belum
mumayiz sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang
hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur
belum mumayiz seperti kasus a quo, kecenderung psikologis dan motorik lebih
kepada ibunya karena kasih sayang langsung serta perawatan intensif seorang
ibu lebih dominan dibutuhkan oleh seorang yang belum mumayyiz sementara
ayah berkewajiban menafkahi dan membiayai penghidupan anak sehingga
patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention
On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang
menyatakan bahwa ; “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta,
lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik
anak akan merupakan pertimbangan utama”, sehingga Majelis Hakim
menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan
terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak
hadhanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973
tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai
perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan,
khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak
yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak
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wajar untuk memelihara anaknya.” Hal senada juag disebutkan dalam
putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003
yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di
bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang
terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas
serta kesepakatan mediasi maka sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz Il halaman
195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

iliany Gal g8 g lgha ddgdin gy Ja il 3 U NIy
Artinya :@ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia
mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya
lebih berhak untuk memeliharanya.
Maka hak asuh anak bernama xxxxxxx umur 5 tahun 1 bulan, Tempat tanggal
lahir, Tuban 17 September 2019 adalah tepat diserahkan pada Penggugat
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak
(hadhanah) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian
dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah
Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung
Republik Indonesia menyebutkan bahwa “dalam amar penetapan hak asuh
anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi
akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu
dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula
mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak
memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

pencabutan hak hadhanah”
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Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim
menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak
hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes
untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak
Penggugat dan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk
mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan
dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk
melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan
dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar
putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab
tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4, Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak
hadhanah anak bernama xxxxxxx sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
dengan tetap memberi hak Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah
untuk melakukan akses terhadap anak tersebut;
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5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.

306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua
Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mat
Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota Hakim Anggota
Slamet, S.Ag., S.H., M.H. Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES

Panitera Pengganti,
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Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 36.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. 100.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)
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